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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik  Indonesia  scbagai negara  kesatuan menganut  azas
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan
dan keleluasaan pada dacrah untuk menyelenggarakan otonomt daerah.

Otonomi daerah vyang dilaksanakan di Indonesia telah diatur kerangka
landasannva dalam UUD 1945, antara lain:
1. Pasal | avat | vang berbunyi:

Negara Indonesia adalah negara kesatuan vang berbentuk republik.

2

Pasal 18 yang berbunyi:
Pembagian dacrah indonesia atas dasar dacrah besar dan kecil dengan bentuk
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang
dan mengingati dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan
hak-hak asal usul dalam daerah-dacrah vang bersifat isumewa.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal [8 UUD 1945 ditetapkan antara lain:
. Daerah Indonesia akan dibagi dalam dacrah propinsi dan propinsi akan dibag:

pula dalam daerah yang lebih kecil.

o

Di daerah -dacrah yang besifat otonom ( streek and localerechts gemeenshappen )
atau yang bersifat dacrah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang
ditetapkan dengan undang-undang.
3. Di daerah-daerah vang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan dacarh
oleh karena di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar pemusyawaratan.
Searah dengan landasan konstitusional dan penyelenggaraan pemerintahan di
daerah atau otonomi daerah di Indonesia, schagaimana disebutkan di atas, maka
sangatlah tepat penyelenggaraan pemerintahan, tata usaha negara dan manajemen
pembangunan nasioanal harus berorientasi pada dacrah merupakan bagian dari

wilayah yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Realisasi dari pasal



18 UUD 1945 tersebut dijabarkan dalagy UU No.22 tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di daerah. vang menyatakan bahwa pembagian wilayah kesatuan
republik Indonesia didasarkan pada azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan. Dalam penjelasan  umum disebutkan undang-undang tentang
pemerintahan daerah ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang lebih mengutamakan azas desentralisasi pada Daerah Kabupaten dan
daerah Kota dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Disamping itu, dalam penjelasan umum UU No. 22/1999 menyatakan tujuan
pemberian otonomi daerah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan
pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam
rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang
dipusatkan pada Daerah Kabupaten dan Dacrah Kota sebagai pelaksana otonomi
dacrah sesuai dengan UU No. 22/1999. Pelimpahan kewenangan ini sangat tepat
diberikan kepada daerah-daerah tersebut, karena pemerintah daerah lebih mengetahui
dan mengenal dari dekat kebutuhan masyarakatnya. Pemerintahan didaerah juga
paling memahami masalah yang sedang dan akan dihadapi masyarakatnya serta
paling mengetahi berbagai aspirasi yang tumbuh daam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah harus dilihat sebagai berkah bagi dacrah-dacrah.
Dengan kewenangan yang diatur dalam UU No. 22/1999 ( tentang Otononi Dacrah )
itu, daecrah-dacrah jadi lebih memiliki keleluasan dan kebebasan untuk mengatur dan
mengelola dirinya sendiri.

Sampai saat ini kontroversi tentang otonomi daerah itu sendirt masih menjadi
bahan penbicaran nasional. Tertama dalam hal apakah Otonomi Daerah menjanjikan
keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Keadilan dan
kesejahteraan untuk masyarakat daerah tergantung dari masing-masing daerah
(Pemerintah daerah). Undang-undang Otonomi Daerah ini membuat pemda harus

membuat lebih keras dan kreatif untuk kepentingan masyarakatnva.



Sebagai penyelenggara pemerintahan, agar pengelolaan daerahnya lebih
terfokus dan berhasil guna sesuai sasaran, tentu saja dibutuhkan kreatifitas dar
daerah masing-masing. Kreatifitas ini diperlukan untuk mengoptimalkan seluruh
sumber daya yang ada dalam kepentingan melaksanakan prinsip Otonomi Daerah
secara tepat sasaran.

Untuk itu dacrah harus menciptakan iklim yang sehat, kondusif yang menarik
bagi berbagai kalangan. Kemampuan menarik investor maupun sumber daya manusia
yang handal merupakan dua hal yang utama untuk dapat mengembangkan maupun
mengolah sumber daya yang ada. Semua itu diperlukan tidak saja untuk pelaksanaan
Otonomi Daerah, namun juga sebagar persiapan memasuki era pasar bebas. Saat itu
daerah harus menyadari bahwa kompetisi tidak lagi antar daearh otonom, tetap
persaingan akan langsung pada dunia, pada pasar global.

Sudah saatnya bagi daerah-daerah untuk mengembangkan wawasan baru vang
bertumpu pada ilmu pengetahuan. Pemahaman ini perlu ditumbuhkan, menyangkut
kesalahan perscpsi atas sikap yang menjadikan kekavaan alam sebagai sandaran.
Karena sesungguhnya pada saatnya nanti kekayaan alam akan habis dan tidak lagi
menghasilkan apa-apa.

Sudah saatnya ditumbuhkan suatu pemahaman baru bahwa sesungguhnya
keuntungan yang lahir dan bergairahnya investasi didaerah tidak selalu harus
berdampak pada menggembungnya kas daerah. Karena, menurut Rini M.S. Soewandi
Dalam tulisannya yang berjudul “Dacrah, Perusahaan Besar vang Siap Go Publik”
(dalam Aries Hanggono, 2000: 179- 183), keuntungan dari tumbuhnya investasi harus
dilihat dari dua sisi:

1. FEconomic Benefit . bentuknya secara mudah diagambarkan berupa hasil langsung
pada bertambahnya PAD dan tarikan-tarikan dibidang pajak. retribusi dan
sejenisnya.

2. Sosial Benefit - bentuknya berupa bergairahnya pereconomian daerah sebagai efek
langsung bergairahnya investasi. Hal ini antara lain ditandai dengan banyaknva
tenaga kerja vang tertampung dan tumbuhnya industri didaearah. Selain tenaga
kerja yang tertampung secara formal di industri-industri lainnva bisa menjadi
tenaga informal seperti membuka warung, jasa angkutan dan lain sebagainya.



Sampai di sini daerah harus mengambil inisiatif besar agar bisa eksis diera
otonomi daerah dan era pasar bebas, ditengah ironi belum membaiknya ekonomi
nasional. Seperti yang disampaikan olech E.S. Savas (dalam Osborne, 1996: 29)
bahwa “kata pemerintahan (government) berasal dari sebuah kata Yunani yang berarti
mengarahkan. Tugas mereka adalah mengarahkan, bukan mengayuh perahu.
Memberi pelayanan adalah mengayuh, dan pemerintah tidaklah pandai mengayuh.

Selama int kebanyakan pemimpin negara telah beranggapan bahwa peran
pemerintah  memiliki  suatu  dimensi: mengumpulkan pajak dan memberikan
pelayanan. Hal ini tidak menjadi masalah selam penerimaan pajak meningkat 5,3%
pertahun. Tetapi ketika pertumbuhan eckonomi melambat dan krisis keuangan
menghantam, akan menimbulkan berbagai masalah yang rumit untuk mencapai jalan
keluarnya, terutama bagi para pemimpin ncgara. Dalam pemerintahan negara atau
pemerintahan daerah, dimana anggaran harus berimbang, mercka harus mencari
jawaban kemana saja dan mulai belajar bagaimana mempermudah pemecahan
masalah dengan cara menggalang aksi seluruh masyarakat dan memanfaatkan segala
sumber daya yvang dimiliki — bagaimana mengarahkan ketimbang mengayuh. Mnurut
pendapat G. Latimer (dalam Osborne, 1996: 31- 32), agar berhasil di masa
mendatang:

“Pemerintah kota harus melakukan beberapa penyesuaian dan dalam beberapa
hal mendefinisikan kembali peran tradisionalnya. Saya yakin kota akan lebih
sering mendefinisikan ulang perannya sebagai katalisator atau fasilitator. Kota
akan lebih sering berperan dan mendefinisikan berbagai masalah dan kemudian
menyusun berbagai sumber daya untuk digunakan oleh yang lain dalam
menghadapi masalah tersebut. ...

Pemerintah  kota harus lebih bersedia menjalin  sumber daya
pemerintah dan swasta yang langkah untuk mencapai tujuan masyarakat kita.”

Mengingat betapa pentingnya fungsi dacrah dalam mengatur dan mengurus
rumah tangganva sendiri, maka seluruh aparat yang dimiliki oleh Pemda harus

mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang mereka miliki. Satu hal lagi vang

sangat penting adalah dana guna membiayai penyelenggaraan pemerintah didaerah,



b. Dana perimbangan
c. Pinjaman Daerah, dan
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Memperhatikan sumber keuangan dari PAD, sebenarnya Pemda memperolch
pemasukan melalui beberapa sektor, scktor yang paling utama adalah scktor pajak
dan retribusi daerah. Dari beberapa sektor yang menjadi bagian PAD, kedua sektor
inilah yang paling potensial untuk digali lebih besar lagi.

PAD merupakan salah satu tolok ukur otonomi daerah guna mendukung
upaya peningkatan PAD melalui pajak dan retribusi daerah tersebut,pemerintah
mengeluarkan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (PDRB). Dalam UU
PDRB ini disebutkan jenis-jenis pajak Daerah yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis
pajak untuk daerah tingkat I (propinsi) dan 6 (cnam) jenis pajak untuk daerah tingkat
[T ( kabupaten dan kota).

Ketiga jenis pajak untuk daerah Tingkat | tersebut adalah:

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Sedangkan keenam pajak untuk daerah tingkat I adalah:

1. Pajak Hotel dan Restoran.
Pajak Hiburan.
Pajak Reklame.

Pajak Penerangan jalan Umum.

g B

Pajak Penggalian dan pengolahan bahan galian Golongan C.
6. Pajak Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan,

UU PDRB tersebut berlaku pada tahun 1998, dan sebelum diberlakukannnya
undang-undang tersebut banyak jenis pajak yvang dipungut oleh daerah, kemudian
disederhanakan menjadi beberapa jenis pajak seperti tersebut di atas setelah

diberlakukannya UU tentang pajak daerah dan retribusi dacrah.
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Adanya UU PDRB sebagai swatu kebijakan pemerintah pusat yang akan
berpengaruh pada manajemen kcuangan di daerah harus diantisipasi oleh semua
pihak yang terkait di daerah, khususnya Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hal ini
sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Dipenda vaitu melaksanakan segala usaha dan
kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah ke kas
daerah.

Melihat perkembangan penerimaan daerah dari sektor PAD di Kabupaten
Jember yang didominasi oleh retribusi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap
PAD dan pajak daerah yang menempati urutan kedua dalam memberikan usaha
kontribusinya terhadap peningkatan PAD.

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi APBD yang selanjutnya digunakan
kembali dalam meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat. Selain itu pajak juga
merupakan salah satu instrumen penting untuk mempercepat proses kemandirian
daerah dalam penyediaan dana pembangunan yaitu peningkatan penerimaan dari
sektor perpajakan.

Tingkat pajak biasanya diukur dengan ratio antara penerimaan pajak dengan
PDB (produk domestik bruto), yang dikenal dengan “tax ratio”. Kontribusi pajak
dalam anggaran pemerintah (tahun 1994) scbesar 48,7%, sementara itu ratio
penerimaan pajak terhadap PDB adalah 12,9% (Prastianto, 1995:195). Sedangkan
dinegara-negara maju besarnya ratio penerimaan pajak terhadap PDB bisa mencapai
30-35%.

Data tersebut di atas merupakan pembanding yang menunjukkan kecilnya
tingkat pajak yang diterima oleh pemerintah Indonesia dibandingkan dengan negara-
negara maju. Dengan demikian penerimaan pajak di nepara kita bisa dikatakan
rendah. Dengan tingkat pajak yang rendah inilah, pemerintah dituntut untuk lebih
dapat meningkatkan penghasilannya, terutama dari sektor pajak.

Kondisi tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan di daerah. Bahwa tingkat
pajak di daerah masih sangat rendah. Hal tersebut juga dapat kita lihat pada daerah

Kabupaten Jember.



Dengan memperhatikan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Jember
terutama keindahan alamnya yang menarik untuk dikembangkan menjadi daerah
pariwisata, masih belum diolah dan dimanfaatkan secara optimal.

Kondist seperti ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Pemda Kabupaten
Jember untuk menarik para wisatawan, baik dalam negeri maupun manca negara,
yang nantinya akan memberikan tambahan pemasukan bagi pemerintah daerah.
Selain itu potensi wisata yang dimiliki tersebut dapat menarik para investor untuk
menanamkan modalnya dalam upaya mengolah dan mengembangkan daerah
Kabupaten Jember sebagai daerah pariwisata. D1 samping juga dapat mendorong laju
pertumbuhan rumah-rumah penginapan (hotel) dan rumah-rumah makan (restoran).

Sebagai imbas dari perkembangan daerah wisata ini, dengan meningkatnya
laju pertumbuhan hotel dan restoran, juga akan memberikan kontribusi terhadap PAD
Kabupaten Jember melalui pajak vang akan dikenakan terhadap hotel-hotel dan
restoran-restoran yang akan berkembang di Kabupaten Jember.

Dengan demikian jelaslah bahwa salah satu upaya yang harus ditangani secara
sungguh-sungguh adalah upaya peningkatan PAD secara optimal. Karena masih
kecilnya penerimaan PAD disebabkan sebagian potensi daerah belum dapat didaya
gunakan sebagai sumber pendapatan. Potensi yang dimiliki tersebut dapat kita lihat
besarnya PDRB ( Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan harga konstan
sebesar Rp 2.170.699.240.000,-. Sedangkan penerimaan daerah (PAD) dari sektor
pajak daerah adalah sebesar Rp 3.459.198.970.-. Dan khusus untuk hotel dan restoran
adalah Rp 325.954.975,-. Dari angka-angka tersebut dapat kita ketahui besarnya ratio
pajak antara pajak hotel dan restoran terhadap PDRB hotel dan restoran sebesar 0,6%
pada tahun anggaran 1996/1997.

Memang angka tersebut di atas tidak secara sempurna mampu memberikan
penjelasan tentang tax ratio secara sempurna, sebab itu harus dicari dari ICOR sektor
hotel dan restauran, bahkan mungkin juga sektor perdagangan. Sebab sektor
perdagangan diduga juga berkoierasi secara signifikan atas pertumbuhan perhotelan

dan restauran.



Keterbatasan utama dari data yang tersedia tidak memungkinkan diperolehnya
data tersebut seccara mudah, sehingga tax ratio hanya bisa dilihat dari perbandingan
tingkat pajak dari sektor hotel dan restauran terhadap PDRB sektor yang sama.

Rendahnya tingkat pajak tersebut dapat kita lihat pula pada proporsi pajak
daerah, khususnya pajak hotel dan restauran, terhadap PAD Kabupaten Jember

seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1: Proporsi Pajak Hotel dan Restauran terhadap Pajak Daerah

Tahun anggaran Pajak Pembangunan [/ Pajak Daerah {

- ‘Pajak Hotel dan Restauran | _ |

1995/ 1996 1091 % 15,89 % |
1996/ 1997 . 949% i 14,56 %
1997/ 1998 8,41 % | 15,39 %
1998/ 1999 6,6 % 7 11,4 %

Sumber data: Dipenda Kabupaten Jember tahuhun 1999

Data tersebut di atas menunjukkan adanya penurunan penerimaan pajak di
daecrah Kabupaten Jember, terutama pajak hotel dan restauran. Data di atas
menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 1995/ 1996 proporsi pajak hotel dan
restauran ( yang semula benama Pajak Pembangunan I, sebelum diberlakukannya UU
PDRD, kemudian berubah menjadi pajak Hotel dan Restauran setelah berlaku UU
PDRD pada tahun 1998) terhadap pajak daerah sebasar 10,91 % , kemudian pada
tahun anggaran 1998/ 1999 turun menjadi 6,6 %. Penurunan penerimaan pajak inilah
yang menjadi tugas bagi Pemerintahan Kabupaten Jember untuk lebih giat berupaya
meningkatkan penerimaan pajak daerahnya, terutama pajak Hotel dan Restauran.

Schingga tantangannya saat ini adalah bagaimana mendaya gunakan potensi
daerah tersebut agar secara nyata dapat memberikan kontribusinya kepada daerah.
Oleh karena itulah diperlukan adanya kejelian dan kreatifitas aparat pemerintah
daerah, khususnya Dipenda, untuk memanfaatkan peluang dan memberikan
terobosan-terobosan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan secara terpadu yang

mengarah pada upaya peningkatan PAD, terutama melalui pajak hotel dan restoran.



1.2 Perumusan Masalah ®

Pembangunan di daerah-dacrah akan melaju secara lebth mandiri apabila
pembangunan itu sebagian besar dapat dibiayai dari sunber-sumber pembiayaan
daerah. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan vang berasal dari keuangan
daerah adalah total penerimaan pajak setelah dikurangi pengeluaran pemerintah untuk
membiayai kegiatan-kegiatan rutinnya. Jadi dapat diasumsikan bahwa pembiayaan
pengeluaran pemerintah secara berhasil guna dan berdaya guna, kemampuan
pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajaknya berarti meningkatkan
kemampuan pembiayaan pembangunannya dari sumber daya yang ada di daerah itu
sendiri.

Pemanfaatan, pengolahan dan pengembangan potensi daecrah yang belum
dimanfaatkan secara optimal akan dapat mendorong perkembangan perekonomian
daerah yang nantinya perkembangan ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan
daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dacrah. Hanya saja pelaksanaan pajak
daerah ini tidaklah mudah, seperti yang diungkapkan oleh Brotodihardjo (1995:13-
I4) bahwa ada 2 hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, yang berupa:

I. Perlawanan pasif

2. Perlawanan aktif , diantaranya dapat dilakukan sebagai berikut:
a. penghindaran diri dari pajak,
b. pengelakan atau penyelundupan pajak, dan
c. melalaikan pajak.

Melihat kondisi masyarakat Kabupaten Jember dan potensi alam vyang
dimilikinya, maka diperlukan suatu manajemen yang baik untuk mengolah potensi
yang ada dengan mengarahkan pada perkembangan Kabupaten Jember scbagai
daerah pariwisata, yang nantinya akan mendorong laju pertumbuhan rumah-rumah
penginapan dan rumah-rumah makan serta mendorong pertumbuhan ekonomi, yang
nantinya juga dapat menjadi obyek pajak yang dapat mendukung penerimaan PAD

Kabupaten Jember.
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Berdasarkan deskripsi di atas, penulis mencoba menguraikan beberapa rincian
permasalahan yang menjadi pedoman dan batasan dalam penclitiannya, vaitu:

I. Bagaimana potensi pajak dacrah Kabupaten Jember khususnya hotel dan
restauran?

2. Faktor-faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi upaya Dipenda
dalam peningkatan penerimaan PAD melalui pajak Hotel dan Restauran?

3. Bagaimana kontribusi pajak Hotel dan restauran terhadap PAD Kabupaten
Jember?

4. Bagaimana upaya Pemda Kabupaten Jember, khususnya Dipenda dalam

meningkatkan PAD melalui pajak hotel dan restauran?



1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

I Untuk mendeskripsikan potensi pajak daerah. khususnya pajak hotel dan
restauran, di wilayah penelitian.

2 Untuk mengetahui faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi upaya-upava
peningkatan pajak hotel dan restauran di Kabupaten Jember.

3 Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restauran terhadap PAD Kabupaten
Jember .

4 Untuk mengetahui upaya Dipenda Kabupaten Jember dalam meningkatkan PAD

melalu pajak hotel dan restauran
1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

. Merupakan sumbangan pikiran dan informasi sebagai bahan masukan bagi Pemda
Kabupaten Jember, khususnya Dipenda vang bertanggung jawab atas upava
peningkatan PAD

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak

yang membutuhkan.
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ILTINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pajak dan Pajak Daerah

Keuangan daerah memainkan peranan penting dalam pembangunan daerah,
khususnya pemantapan otonomi daerah. Otonomi dacrah ditunjukkan dengan
delegasi kewenangan pengambilan keputusan dan administrasi pembangunan, serta
delegasi pembiayaan pembangunan daerah. Kemampuan suatu daerah dalam
membiayaai pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah vang
bersangkutan dalam memanfaatkan potensi alam dan ekonomi, serta manajemen
keuangan daerah.

Mengingat kemampuan daerah untuk mobilisasi dana pembangunan yang
dibutuhkan berbeda-beda, maka pemerintah pusat membantu menyediakan dana
pembangunan daerah (APBD) melalui program inpres dan program-program lainnya.
Yang patut dicatat dalam penyediaan dana pembangunan oleh pemerintah pusat
kepada dacrah in1 adalah merupakan stimulan dan tidak permanen. Apabila suatu saat
nanti dianggap pemerintah daerah telah mampu dan dapat mencukupi bagi dana
pembangunan, maka secara bertahap mekanisme ini di;"llihkan untuk mewujudkan
kemandirian daerah, serta untuk meningkatkan aspek pemerataan antar dacrah.

Bantuan pemerintah pusat dalam menyediakan dana pembangunan dacrah
melalui berbagai program vyang ada perlu dikelola secara transparan, yang
penggunaannya lebih ditujukan langsung pada perubahan struktur masyarakat
melalui; kegiatan ekonomi rakvat, pemantapan dan pengembangan kelembagaan,
serta peningkatan kemampuan sumber dava manusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas pemerintah daerah berkewajiban untuk
menyediakan berbagai kemudahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi
melalui kegiatan ckonomi rakvat vang produktif, serta menciptakan iklim yang sehat
bagi perkembangan dunia usaha. Proses ini diarahkan agar bantuan yang berupa dana,
sarana dan prasarana yang diberikan kepada daerah dapat meningkatkan kapasitas

masyarakat melalui pemupukan modal dari kegiatan ekonomi rakyat vang



menghasilkan, dan pada gilirannya nanti dapat meningkatkan pendapatan yang dapat
dinikmati oleh penduduk dan daerah setempat.

Pendapatan yang dihasilkan dari produksi yang meningkat pada gilirannya
nanti diharapkan pula dapat memenuhi kewajiban masyarakat berupa pembayaran
pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi APBD yang selanjutnya digunakan
kembali dalam meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat. Selain itu pajak juga
merupakan salah satu instrumen penting untuk mempercepat proses kemandirian
daerah dalam penyediaan dana pembangunan yaitu melalui peningkatan penerimaan
dari sektor perpajakan.

Pengertian tentang pajak yang disampaikan para ahli perpajakan diberbagai
literatur yang ada, bermacam-macam pengertiannya, namun demikian mempunyai
tujuan yang sama sebagaimana diungkapkan olech Rachmat Soemitro (dalam
Mardiasmo, 1995: 1) sebagai berikut: “pajak adalah ruran rakyat kepada kas negara
berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa
timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran umum”.

Pengertian yang senada diungkapkan oleh P.J.A. Adriani (dalam Brotodiharjo,
1995: 2) bahwa:

Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh
yvang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat
prestast kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara
untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat
pada pengertian pajak sebagai berikut:
I. Pajak dipungut berdasarkan/ dengan kekuatan Undang-undang serta aturan
pelaksananva.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanva kontra prestasi
individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara (baik pusat maupun daerah).



4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dan
pemasukannya terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public
investment.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

Bertitik tolak dan pengertian di atas, pajak merupakan suatu alat yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin yang wewenang
pemungutannya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah (pusat maupun daerah) dan
dapat dipungut apabila sudah ada Undang-undangnya.

Berdasarkan ruang lingkup di atas kewenangan pajak dapat dibedakan
menjadi dua golongan, yaitu:

1. Pajak negara (pajak dar pemerintah pusat).

2. Pajak daerah (pajak dari pemerintah daerah).

Menurut Syamsi (1988: 87) yang dimaksud dengan pajak negara adalah yang
wewenang pemungutannya ada di tangan pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah
wewenang pemungutannya ada di pemerintah dacrah tingkat I dan daerah tingkat 11
(propinsi dan kabupaten /kota).

Sedangkan pajak daerah berdasarkan pasal | UU no. 18 tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan vyang berlaku, vyang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah™.

Dalam pasal 2 UU tersebut juga disebutkan jenis-jenis pajak daerah yang

dibedakan pada Dacrah Tingkat I dan Dacrah Tingkat II. vang terdiri dani:
1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

¢. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Daerak Tingkat IT (Kabupaten/ Kota) terdiri dari:



a. Pajak Hotel dan Restauran. .
b. Pajak Hiburan.

c. Pajak Reklame,

d. Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C.

f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2.2 Pajak Hotel dan Restauran

Pajak hotel dan restauran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan vang
diberikan oleh hotel dan atau restauran Hotel itu sendiri menurut Penjelasan UU No.
18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah bangunan vang
khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh
pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan
lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk
pertokoan dan perkantoran. Sedangkan restauran atau rumah makan adalah tempat
menyantap makanan dan atau minuman vang discdiakan dengan dipungut bayaran,
tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.

Obyek pajak hotel dan restauran berdasarkan pasal 2 ayat 2 Perda no. 10
tahun1998 Kabupaten Jember tentang Pajak Hotel dan Restauran adalah sebagai
berikut:

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain: gubuk
pariwisata, motel, wisma pariwisata, pesanggrahan dan rumah penginapan
termasuk rumah pemondokan yang menyediakan fasilitas seperti rumah
penginapan dan sejenisnya.

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal
jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, antara
lain: telepon, faximili, telex. fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan

pengangkutan lainnya, disediakan atau dikelola hotel.
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c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan

untuk umum, antara lain: pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke,

pub, diskotik, salon dan fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

¢. Penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas

penyantapannya.

Dalam pasal 3 juga disebutkan bahwa, yang dikecualikan dari obyek pajak adalah:

a.

h.

Asrama dan pesantren.

Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh
bukan tamu hotel dengan pembayaran.

Pertokoan, perkantoran dan perbankan, salon yang dipakai oleh umum di
hotel.

Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh dan dapat
dimanfaatkan oleh umum.

Pelayanan yang disediakan oleh restauran dan atau rumah makan yang
peredarannya tidak melebihi batas wilayah dacrah Kabupaten Daerah Tingkat
[ Jember.

Usaha jasa boga/ katering.

Dan yang menjadi subyek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang

melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan atau restauran, sedangkan wajib

pajaknya adalah pengusaha hotel dan atau restauran (pasal 16 PP No. 19/1997).

Dalam pasal 4 Perda no. 10 tahun1998 Kabupaten Jember juga disebutkan:

1. Subyek pajak hotel dan restauran adalah orang pribadi atau badan hukum yang

melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restauran atau rumah makan.

2. Wajib pajak hotel dan restauran adalah pengusaha hotel dan restauran atau rumah

makan.



1.2 Batasan Pengertian dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya
Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restauran

Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi negara yang
mengalami keterbatasan dana untuk membiayai roda pembangunan maka pajak
dijadikan tumpuan harapan. Dengan target laju pertumbuhan ekonomi tertentu, yaitu
asumsi rendah (3%), sedang (4%) dan tinggi (5%), maka besarnya pajak yang
diharapkan dapat diperhitungkan dengan indikator ratio pajak terhadap PDB. Ratio
antar penerimaan pajak terhadap PDB tersebut biasanya digunakan untuk mengukur
tingkat pajak. Kontribusi pajak terhadap anggaran pemerintah (1994) sebesar 48,7%.
Sementara 1u ratio penerimaan pajak terhadap PDB adalah sebesar 12.9%
(Prasetianto,1995:195).

Dengan demikian jelaslah bahwa salah satu upaya yang harus ditangani secara
sungguh-sungguh adalah upaya peningkatan PAD secara optimal. Karena masih
kecilnya penerimaan PAD disebabkan karena potf:nsi daerah belum dapat
didayagunakan sebagai sumber pendapatan. Potensi tersebut dapat kita lihat dari
besarnya PDRB.

Ratio pajak im1 ( dapat pajak migas atau non migas ) merupakan proyeksi
penerimaan pajak yang perlu dipenuhi pada tingkat laju pertumbuhan ekonomi
tertentu (sesuai target). Adapun rumus yang digunakan adalah rumus Harrod ( dalam

Widodo 1990:78 ) yang dimodifikasikan sebagai berikut:

vVg-s+a

L= x100

l-a

Keterangan: t: ratio pajak terhadap PDB
v: ICOR
¢: laju pertimbuhan ekonomi

s: tingkat tabungan masyarakat trehadap PDB



a: ratio pengeluaran pemermtah ( APBN) terhadap PDB

1.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Peningkatan Penerimaan

Pajak Hotel dan Restauran

PAD sering kali dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan
dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan
untuk daerah sendiri, khususnya pengeluaran rutin, oleh karena itu peningkatan
pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh setiap dacrah. Peningkatan
PAD tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor yang mendukungnya, salah satu faktor
penting adalah keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi daerah itu sendiri
(Kristiadi, 1992: 38). Untuk lebih mendukung pencapaian tujuan pembangunan
daerah yang merata diseluruh dacrah sesuai dengan prinsip otonomi dacrah yang
nyata dan bertanggung jawab, maka diturunkan hma kebijakan pokok dibidang
keuangan daerah :

I. Kebijakan untuk peningkatan PAD, khususnya yang bersumber dari pajak daerah
dan retribusi daerah, selain meningkatkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan
pajak secara optimal, subsidi dan bantuan, serta pinjaman kepada pemerintah
daerah dan BUMD, schingga pemerintah daerah dapat semakin mampu
mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2. Kebijakan dibidang pengeluaran pemerintah daerah pada dasarnya diarahkan
untuk menciptakan peningkatan perckonomian masyarakat yang lebih baik,
memperluas kesempatan kerja, mendorong usaha pemerataan, mendorong sektor
swasta, membantu pwengusaha lemah, serta meningkatkan produksi komoditas
ckspor dan pariwisata.

3. Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah, termasuk peningkatan
kemampuan manajemen dan penyempurnaan struktur organisasi.

4. Peningkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian pembangunan

daerah.



5. Kebijakan untuk mendorong keikutsertaan swasta dalam pelayanan masyarakat di
dacrah, baik scbagai penanam modal maupun sebagai pengelola jasa pelayanan
masyarakat.

Menurut Davey (1988: 125), bahwa hubungan antara ketergantungan daerah
atas dana pusat dengan keleluasaan daerah akan pengeluaran-pengeluarannya adalah
tidak langsung. Menurut pandangan ini, penting bagi otonomi daerah adalah merecka
mempunyai sumber pendapatan dan elastis, tidak tergantung asal dana tersebut, dan
mempunyai keleluasaan terutama dalam menggunakan dana  bagi kepentingan
masyarakat daerah di dalam batas-batas yang ditentukan perundang-undangan.

Sementara itu Booth (1993: 132) menyatakan kemandirian fiskal tidak akan
menjadi kenyataan kalau pusat menguasai secbagian besar sumber dana. Sebaliknya
yang terjadi justru peningkatan ketergantungan anggaran dacrah kepada pusat, untuk
maksud in1 maka dipandang perlu mendorong pemerintah daerah agar lebih keras
berupaya meningkatkan pendapatan.

Berkaitan dengan peningkatan pendapatan khususnya PAD maka kebijakan
yang perlu ditempuh menurut Kamaluddin (1984: 85) dan Lains (1985: 55) adalah
dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifiaksi pemungutan sehingga diharapkan PAD
akan dapat lebih berperan. Kebijakan dan usaha intensifikasi adalah berupa
peningkatan PAD dan sumber-sumber vang telah ada atau yang telah berjalan selama
ini sedangkan kebijakan dan usaha ckstensifikasi dalam pemungutan ini dalah berupa
mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas
ketentuan perundang-undangan. Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-
sumber akan sangat tergantung pada kreatifitas aparatur pemerintah daerah untuk
mampu mengkoordinasikan lembaga-lembaga penghasil sumber PAD dan kreatifitas
aparatur tentunya sangat ditentukan oleh kualitas aparatur (Redjo, 1995:25).

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan PAD menurut
Moch. Ichsan (1997:45) adalah:

1) Intensifikasi pendapatan daerah:

a. Faktor manusia.
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b. Faktor struktur organisasi. %
c. Faktor sarana dan prasarana.
d. Faktor administrasi.
e. Faktor pengawasan.
2) Ekstensifikasi pendapatan daerah (menggali dalam artian memperluas
(ekstensifikasi) sumber-sumber keungan) melalui:
a. Perluasan penafsiran terhadap suatu obyek dan atau subyek suatu pungutan
yang sudah ada.
b. Perluasan jenis obvek suatu sumber pendapatan.

Menurut Hirawan (1987: 211) bahwa “Kebijaksanaan dan intensifikasi dapat
berupa peningkatan pendapatan daerah dari sumber-sumber yang telah ada dan
berjalan selama 1ni. Hal imi dapat dilakukan dengan jalan menyesuaikan tanf
pungutan, penyempurnaan sistem pungutan dan administrasinya, pendekatan personil,
petugas dan peralatan, peningkatan pengawasan dan pemberian penerangan, serta
penyuluhan pada masyarakat, peclaksanaan sanksi vyang wajar bagi pelaksana

perpajakan dan lain sebagainya.”

1.2.2 Pengaruh Insentif Bagi Kegiatan Ekonomi

Perpajakan mempunyai tujuan ganda, vaitu menyediakan dana untuk
kepentingan umum dan mempengaruhi tingkah laku ckonomi. Kebijakan fiskal
merupakan suatu alat manajemen ekonomi, dan pajak dapat dinilai dari segi
pengaruhnya atas keputusan wajib pajak, atas kemauan untuk bekerja, memakai,
menabung atau investasi. Tingkat pajak dapat ditingkatkan untuk menurunkan
permintaan apabila ckonomi “sedang baik™, dan diturunkan kalau ingin meningkatkan
permintaan pada waktu resesi. Pajak atas harta tetap dapat dilihat terutama sebagai
suatu alat untuk mendorong atau menghambat pembangunan fisik tetentu (K.J. Davey
1983:58 ).

Suparmoko (1985: 123-148) dalam bukunya vang berjudul “Asas-asas Ilmu

Keuangan Negara”™ mengungkapkan bahwa sistem perpajakan vang baik dipandang
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dari sudut pandang ckonomi adalah *sistem perpajakan yang memiliki pengaruh-
pengaruh ckonomi yang paling baik atau setidak-tidaknya memberikan pengaruh
walaupun tidak baik adalah vyang paling sedikit. Pengaruh pajak terhadap
perekonomian ini dapat dibedakan menjadi diantaranya pengaruh pajak terhadap

produkst dan distribusi dari produksi tersebut.
A. Pengaruh pajak terhadap produksi

Pengaruh pajak terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap
produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruhnya terhadap
produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruhnya terhadap kerja,
tabungan dan investasi. Kemudian lebih jauh lagi kita melihat pengaruh pajak melalui
kemampuan dan keinginan untuk bekerja, manabung dan investasi.

Investasi apabila dapat diarahkan dengan baik, maka akan membuat pekerjaan
lebih produktif. Investasi dapat bersifat kemanusiaan maupun meteriil, dan hal ini
hanya mungkin terjadi bila ada tabungan dalam masyarakat. Tetapi hendaklah
dimengerti bahwa besarnya tabungan dan besarnya investasi tidak secara otomatis
akan sama. Kadang-kadang terjadi bahwa tabungan lebih tinggi dari pada investasi,
maka akibatnya ialah akan terjadi pengangguran (under employment), perusahaan-
perusahaan menjadi lesu, harga-harga akan menurun, schingga terjadi deflasi.
Sebaliknya dapat pula terjadi bahwa investasi lebih tinggi daripada tabungan.
Akibatnya terjadi kenaikan harga dan investasi, perusahaan-perusahaan mendapatkan
untung. Sedangkan yang kita inginkan adalah perekonomian pada kesempatan kerja

penuh (full-employment) tanpa inflasi maupun deflasi.
A.1  Pengaruh Pajak terhadap Produksi Secara Keseluruhan

A.1.1 Pengaruh Pajak terhadap Kemampuan untuk Bekerja, Menabung dan
Berinvestasi
Kemampuan setiap orang untuk bekerja akan berkurang apabila ia dikenakan

pajak yang dapat mengurangi efisiensi kerjanya. Suatu masalah yang perlu kita
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perhatikan adalah bagaimana cara mgnentukan suatu batasan schingga kita dapat
mengetahui bahwa pajak yang dikenakan akan dapat mengurangi tingkat efisiensi
kerja wajib pajak. Tetapi walau bagaimanapun juga akan selalu ada suatu golongan
dalam masyarakat yang memiliki penghasilan yang lebih rendah daripada yang lain.
Sehingga kita akan menyetujui kiranva bila kita membedakan pajak bagi golongan
penghasilan rendah dan kalau mungkin membebaskannya dar pajak dan mungkin
bahkan memberi subsidi, sehingga dapat diharapkan adanya peningkatan dalam
efisiensi kerja si wajib pajak atau paling tidak harus tidak mengurangi efisiensi kerja
si wajib pajak.

Pajak pendapatan yang dikenakan pada sescorang secara jelas akan
mengurangi kemampuan s1 wajib pajak untuk mengadakan tabungan. Akan tetapi
pengenaan pajak tersebut tidak akan mempengaruhi kemampuan menabung bagi
orang-orang yang berpenghasilan rendah, karena memang biasanva mereka itu sudah
tidak mempunyai tabungan walaupun belum di kenakan pajak. Sehingga kalau dia
dikenai pajak tidak akan mengurangi tabungannya, melainkan mengurangi
komsumsinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak tersebut dapat
mempengaruhi atau mengurangi kemampuan menabung pada golongan-golongan
yang penghasilannya tinggi. Selain daripada itu, perlu diperhatikan juga bahwa pajak
tidak hanya dikenakan pada individu, melainkan juga pada perusahaan-perusahaan
dan sebagainya. Pengenaan pajak pada keuntungan perusahaan memang akan
mengurangi kemampuan perusahaan untuk menabung, tetapi pengaruhnya akan
dirasakan lebih lunak daripada kalau para individu yang dikenai pajak.

Kemampuan untuk mengadakan investasi tergantung pada sumber dana yang
akan digunakan untuk mengadakan investast itu. Jelaslah kiranya bahwa kemampuan
untuk mengadakan investasi ini akan berkurang dengan adanya pajak yang akan
mengurangi kemampuan untuk mengadakan tabungan. Karena tabungan adalah
sumber dana untuk investasi maka dengan  sendirinya kemampuan untuk

mengadakan investasi juga akan berkurang dengan adanya pajak.
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A.1.2 Pengaruh Pajak terhadap kcinginan untuk Bekerja, Menabung dan

Berinvestasi

Pada umumnya dianggap bahwa pajak mempunyai pengaruh yang bersifat
disinsentif, artinya ialak mengurangi keinginan untuk bekerja, menabung dan
berinvestasi dari si wajib pajak. Perlu ditambahkan di sini bahwa hanya pajak yang
mempunyai  sifat dikenakan secara terus-menerus akan berpengaruh terhadap
keinginan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Sebagai contoh adalah pajak
pendapatan dan pajak kekayaan.

Kalau saja tidak ada pemungutan pajak maka para wajib pajak akan merasa
senang, karena merasa penghasilannya yang siap untuk dikonsumsi akan bertambah
besar. Hal ini akan dapat menyebabkan orang-orang yang bersangkutan cenderung
kurang giat untuk bekerja. Dengan demikian mereka akan memiliki kelebihan
penghasilan di atas konsumsi mereka. Sehingga mereka akan memiliki lebth banyak
tabungan. Tetapi bagi orang-orang vang berpenghasilan relatif rendah, mereka akan
cenderung berusaha untuk meningkatkan tabungannya, yang secara mutlak juga akan
menambah konsumsinya untuk menmingkatkan taral’ hidupnya. Dengan adanya
tabungan yang lebih banyak maka investasi kemungkinan juga akan bertambah.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa bagi sebagian besar orang,
pajak bukan menimbulkan suatu disinsentif untuk bekerja, melainkan justru
menimbulkan suatu insentif untuk bekerja. Sedangkan pajak dapat menimbulkan
suatu disinsentif untuk mengadakan tabungan dan berinvestasi.

Tetapi tidaklah selalu benar bahwa setiap kenaikan pajak bagi suatu jenis
pajak tertentu akan memberikan suatu insentif atau disinsentif untuk bekerja lebih
giat, demikian juga berlaku pada tabungan dan investasi. Pada umumnya perubahan
jumlah pajak yang sedikit saja akan mempunyai pengaruh yang tidak berarti terhadap
insentif untuk menabung dan mengadakan investasi.

Pengaruh pajak-pajak tertentu dan perubahannya akan memberikan insentif

yang besar atau sedikit tergantung pada reaksi wajib pajak terhadap perubahan



tersebut. Selanjutnya reaksi sescorang terhadap pengenaan pajak ditentukan oleh
elastisitas permintaan dalam arti usaha atau pengorbanan yang dijalankan untuk
memperolch pendapatan tersebut.

Bagi golongan penduduk yang pendapatannya rendah dan hanya cukup untuk
memenuhi kebutuhan hidup pokoknya saja, biasanya permintaan terhadap pendapatan
adalah tinggi, sehingga elastisitas terhadap penawaran usahanya adalah tinggi. Jadi
dengan turunnya pendapatan justru akan mendorong kemauan bekerja yang lebih
besar. Hal ini biasanya berlaku bagi orang yang memiliki keinginan untuk hidup lebih
baik pada masa yang akan datang.

Bagi orang yang berpendapat tinggi penawaran usaha dalam hubungannya
dengan pendapatan adalah elastis dan positif sifatnya dengan adanya pajak. Karena
hal itu membuat turunnya pendapatan mereka schingga dapat mengurangi kemauan
untuk bekerja dan menabung.

Seperti yang telah disinggung di depan bahwa pajak vang mempunyai
pengaruh terhadap keinginan untuk bekerja dan menabung ialah pajak vang sifatnva
dikenakan secara terus-menerus, seperti halnya pajak pendapatan dan pajak kekayaan.
Kalau semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang dikenai pajak vang semakin
tinggi persentasenya (progresif), maka ini akan sangat bersifat disinsentif. Sehingga
dapat dikatakan pula bahwa pajak langsung yang biasanya bersifat progresif dalam
pemungutannya akan bersifat disinsentif untuk bekerja dan menabung serta
mengadakan investasi.

Sebaliknya pajak yang pungutannva semakin rendah persentasenya apabila
penghasilan yang bersangkutan semakin tinggi akan bersifat memberikan insentif
pada orang vang terkena, karena dengan semakin tingginya penghasilan yang
diperolehnya akan semakin rendah pajak vang dibayarnya. Jadi pajak yang bersifat
regresif dalam pemungutannya ini akan bersifat memberikan insentif untuk bekerja,
menabung dan berinvestasi. Pajak vang regresif sifatnya ini biasanya adalah pajak-

pajak tidak langsung.
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A.2  Pengaruh Pajak terhadap Komposisi Produksi

Pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor-
faktor produksi, yaitu dari penggunaan yang scharusnya dapat menghasilkan produksi
yang lebih sedikit ringan. Proses penyimpangan tersebut dapat kita lihat melalui
contoh berikut, misalkan seseorang yang memiliki faktor-faktor produksi sendiri dan
digunakan pada suatu kegiatan produksi tertentu. Kalau kegiatan produksi itu ternyata
merupakan obyek pajak pemerintah maka si pemilik faktor produksi tersebut akan
berusaha untuk menghindari pemungutan pajak dengan cara mengalihkan faktor
produksi yang dimilikinya dari penggunaan pada kegiatan-kegiatan yang merupakan
obyek pajak ke kegiatan-kegiatan yang ternyata tidak menjadi sasaran pemungutan
pajak, atau kegiatan tersebut juga dikenai pajak tetapi pajak vang dikenakan adalah
lebih ringan. Mengenai sampai seberapa jauh pengaruh pemungutan pajak terhadap
beralihnya penggunaan faktor-faktor produksi dari kegiatan-kegiatan yang dikenai
pungutan pajak ke kegiatan yang lain; dan juga mengenai seberapa banyak jumlah
produksi barang-barang yang dihasilkan pada kegiatan-kegiatan yang dijadikan obyek
pajak itu akan berkurang akan tergantung pada tinggi rendahnya elastisitas
permintaan dan penawaran terhadap barang-barang yang dihasilkan tersebut.

Jadi suatu kegiatan yang menghasilkan suatu barang yang dikenai pajak
penjualan belum tentu mengalami penurunan produksi vang diikuti oleh adanya
penurunan dakam penggunaan faktor-faktor produksi pada kegiatan tersebut dan
kemudian dialihkan kepada penggunaan-penggunaan lain yang mana kegiatan vang
belakangan ini tidak dikenai pajak atau dikenai pajak tapi dengan tingkat yang ringan.
Katakanlah kalau permintaan akan barang yang dihasilkan oleh suatu kegiatan itu
adalah elastis sempurna, maka dalam hal ini produsen barang tersebut tidak akan
dapat menggeser seluruh beban pajak. Schingga dalam hal ini tidak perlu ada
pergeseran dalam penggunaan faktor-faktor produksi dari kegiatan-kegiatan yang

dikenai pajak.
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Disamping dikehendaki pengarph pajak terhadap pergeseran yang sedikit
mungkin daripada penggunaan faktor-faktor produksi, juga terdapat pula pajak yang
dimaksudkan untuk sebanyak mungkin dapat menggeser penggunaan faktor-faktor
produksi dari penggunaan yang satu kepada penggunaan yang lain yang lebih efisien.

Sebagai contoh adalah pajak yang dikenakan pada minuman keras. Di sini
diharapkan bahwa akibat dar pengenaan pajak tersebut akan mengurangi komsumsi
masyarakat akan minuman keras tersebut. Juga pajak yang tinggi yang dikenakan
pada barang-barang mewah. Hal ini diharapkan akan menurunkan konsumsi barang-
barang mewah tersebut, schingga akan terjadi pergeseran penggunaan faktor-faktor
produksi dari sektor produksi barang-barang mewah atau sektor impor barang-barang

mewah ke sektor produksi barang-barang esensial atau impor barang-barang esensial.
B. Pengaruh Pajak terhadap Distribusi Pendapatan

Baik atau tidaknya suatu kebijaksanaan haruslah dipertimbangkan dari
beberapa segi. Hendaknya kita ketahui pula bahwa tujuan suatu negara pada
umumnya adalah berupa peningkatan pendapatan nasional per kapita, penciptaan
lapangan kerja, distribusi pendapatan yang merata dan keseimbangan dalam neraca
pembayaran nasional. Keempat tujuan pembangunan ini tidak selalu sejalan dan
selaras dalam pencapaiannya, melainkan sering kali untuk mencapat tujuan yang satu
terpaksa harus mengurangi keberhasilan dari tujuan vang lain. Sebagai misal untuk
mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali dikehendaki adanya
distribusi pendapatan yang kurang/tidak merata. Alasan yang diberikan oleh teori ini
adalah bahwa dengan distribusi pendapatan yang tidak merata maka ada golongan
yang kaya dan ada golongan yang miskin dalam suatu perckonomian.

Dalam teori ekonomi makro, kita tahu bahwa semakin tinggi tingkat
pendapatan semakin rendah hasrat untuk mengadakan komsumsi tambahan. Dengan
demikian dapat diharapkan bahwa kelompok kaya inilah yang sanggup membentuk
tabungan dan kemudian mengadakan investasi. Apabila diadakan distribusi yang

merata, maka ini akan berarti menurunkan tingkat tabungan masyarakat yang berarti
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pula mengurangi dana yang tersedia uptuk investasi. Tetapi sayangnya teort itu tidak
dapat diterapkan di Indonesia atau negara-necgara sedang berkembang lainnya bahwa
ketidak merataan pendapatan akan dapat membentuk tabungan untuk investasi.
Karena di negara-negara ini ternyata tabungan susah untuk terbentuk sebagai akibat
konsumsi mewah dari golongan kaya scbagai akibat efek pamer (international
demonstration effect).

Dengan alasan tersebut dibarengi dengan tuntutan kemanusiaan, maka negara-
negara sedang berkembang termasuk Indonesia berusaha untuk meningkatkan
pendapatan perkapita dibarengi dengan pemerataan pendapatan hasil dari
pembangunan itu. Kemudian pada umumnya dapat diterima bahwa pajak yang dapat
mengurangi ketidak-merataan pendapatan perekonomian adalah baik dilihat dari
sudut kemanusiaan.  Sistem pajak yang regresif cenderung untuk memperbesar
adanya ketidak merataan penghasilan dalam masyarakat. Sebaliknya semakin
progresif sistem perpajakan yang dianut oleh suatu perekonomian akan semakin
berkuranglah perbedaan penghasilan yang terdapat dalam perekonomian tersebut.
Jadi dapat dikatakan bahwa sistem pajak yang progresif akan dapat mempersempit
perbedaan penghasilan yang terdapat dalam perekonomian. Pada sistem perpajakan
yang mengikuti prinsip minimum aggregat sacrifice, ada suatu batas penghasilan
minimum kena pajak. Penghasilan di atas jumlah tertentu dikenai pajak, dan
penghasilan di bawah penghasilan mimimum tidak kena pajak atau bebas pajak.
Tetapi kalau kita lihat dan segi produksi, maka pajak yang progresif itu akan
cenderung untuk menghambat produksi karena ini menekan pendapatan kelompok
penduduk yang penghasilannya tinggi dan tentunya akan mempengaruhi keinginan
untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi.

1.2.3 Pengertian Upaya Peningkatan Pajak Hotel dan Restauran

Menurut kamus Bahasa Indonesia, upaya diartikan sebagai usaha akal atau

ikhtiar (untuk fnencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar

dan sebagainya). Selanjutnya peningkatan merupakan suatu proses, perbuatan, atau
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cara peningkatan (usaha, kegiatan,. dan sebagainya) Sedangkan peneriman
merupakan penyambutan proses atau perbuatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan
upaya peningkatan penerimaan pajak hotel dan restauran dalam penulisan ini adalah
usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak yang dikenakan atas pembayaran yang

dilakukan pada hotel dan atau restauran,
2.3.3.1 Perlawanan terhadap Pajak

Pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan potensi daerah yang belum
dimanfaatkan secara optimal akan dapat mendorong perkembangan perekonomian
daerah yang nantinya akan berimbas pada peningkatan penerimaan daerah (PAD).
khususnya dari sektor pajak daerah. Hanya saja pelaksanaan pajak dacrah ini tidaklah
mudah, seperti yang diungkapkan oleh Brotodihardja (1995 13-22), bahwa ada 2

(dua) hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, yang berupa perlawanan pasif
dan aktuf. Maksudnya adalah:

1. Perlawanan pasif terhadap pajak terdiri dari hambatan-hambatan yang
mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur
ckonomi, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem
pemungutan pajak itu sendiri. Dalam perlawanan pasif im1 tidak ada usaha
secara nyata dari masyarakat untuk menghambat pemungutan pajak, karena
kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak tahu seluk beluk pajak,
maka mereka tidak membayar pajak. Perlawanan pasif juga muncul apabila
sistem kontrol tidak bisa dilakukan secara efektif atau bahkan tidak dapat
dilakukan.

2. Perlawanan aktif terhadap pajak meliputi semua usaha-usaha perbuatan yang
secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindan
pajak, diantaranya dapat dilakukan sebagai berikut:

a. penghindaran diri darni pajak
b.  pengelakan atau penyelundupan pajak
c. malalaikan pajak.

Menghindarkan diri dari pajak, pembayaran pajak dengan mudah dapat
dihindan dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan

pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan
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pajak. Menghindari pajak merupakan gejala biasa pada pajak-pajak atas penggunaan,
biasanya dilakukan dengan penahanan din atau dengan penggunaan surogat: orang
mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang vang dapat dikenakan
pajak, ataupun orang menggantinva dengan surogat yang tidak atau kurang dikenakan
pajak.

Mengelakkan Pajak, menghindarkan diri dari pajak tidak dapat selalu
dilaksanakan, sebab tidak dapat menghindar semua unsur atau fakta yang dapat
dikenakan pajak. Namun apabila penghindaran diri dari pajak tidak dapat
dilaksanakan, maka wajib pajak berusaha menggunakan cara-cara lain, diantaranya
dengan cara pengelakkan pajak, misalnya dengan cara pemyvelundupan.

Pengelakan semacam itu benar-benar merupakan pelanggaran undang-undang
dengah maksud melepaskan dirt dar pajak. Pada hakckatnya yang menjadi soal disini
1alah suvatu bentuk simulasi (perbuatan berpura-pura): keadaan yang sebenarnya
disembunyikan dengan, misalnya ; mengajukan suatu pernyataan yang tidak benar,
atau memberikan data-data yang tidak benar.

Pengelakkan pajak ini  terutama terdapat pada pajak-pajak yang untuk
penentuan besarnya, para wajib pajak harus bekerja sendin dengan menggunakan
pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain. Para wajib pajak dapat mengabaikan
sama sekali formalitas-formalitas yang harus dilakukannya, memalsukan dokumen,
atau mengisinya kurang lengkap: dalam kedua hal tersebut pajak dihindari secara
tidak legal. Juga pembukuvan memben banyak kemungkinan untuk mengelakkan
pajak, misalnya dengan membukukan kurang dari inventaris schenarnya, pengajuan
rekening-rekening yang fiktif, tidak membukukan uang-uang tunai, memasukakna

biaya-biaya dan penyusutan yang berlebihan, dan sebagainya.

Melalaikan Pajak, pajak yaitu menolak membayar pajak yang telah
ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh
wajib pajak. Yang paling banyak dipergunakan ialah usaha menggagalkan

pemungutan pajak dengan menghalang-halanngi penyitaan dengan cara melenyapkan



barang-barang yang sekiranya akan dapat disita oleh Fiskus. Sering juga dengan cara
mengajukan sanggahan terhadap pengadilan ncgeri terhadap pemerintah/ cara
penyitaan atau dengan melancarkan surat-surat berisi protes atau keberatan-keberatan

lainnya.

2.3.3.2 Penentuan Tarif

Untuk menilat berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini, Nick Devas
(1998: 61-63) menggunakan serangkaian ukuran berikut untuk menilai berbagai pajak
daerah, yang antara lain adalah:

I Hasil (vield): memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai
layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar
hasil itu, dan clastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk,
perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut dan sebagai berikut.

2. Keadilan (equity). dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak
sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban
pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan
kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok vang
memilik sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan lebih
besar dari pada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi; dan
pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti hendaknya tidak ada
perbedaan -perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari suatu
daerah ke dacrah yang lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan
dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya guana ekonomi (economic efficiency). Pajak hendaknya mendorong
pengunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi;
mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah
arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban

lebih pajak.
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4. Kemampuan melaksanakan (ebility to employment): suatu pajak haruslah dapat
dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan pada usaha.

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (suitability as a local revenue
sources). ini berati haruslah jelas kepada daerah mana suatau pajak harus
dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat
akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan wajib
pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah jangan hendaknya
mempertajam perbedaan antar daerah, dan segi potensi ekonomi masing-masing,
dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan
tata usaha pajak daerah.

Jelas tidak ada pajak daerah vang mendapat nilai tinggi bila diukur dengan
semua tolak ukur ini, dan di berbagai negara, pajak dacrah mendapatkan nilai yang
rendah menurut tolak ukur ini dibandingklan dengan pajak nasional, karena
pemerintah pusat biasanya mengambil jenis pajak terbaik sebagai pajak nasional.
Namun demikian tolak ukur ini cukup berguna sebagai alat untuk menilai pajak
daerah yang ada dan pajak daerah yang diusulkan.

Selanjutnya Mugqodim (1999 17-19) dalam bukunya yang berjudul
“Perpajakan”, menyatakkan ada 4 (empat) syarat dalam pemungutan pajak agar
tercapai keadilan dan kepastian hukum. Keempat syarat tersebut adalah:

1. Syarat Keadilan

Syarat pemungutan pajak pada umumnya adalah mengabdi pada
keadilan baik keadilan dalam prinsip perundang-unadangan maupun
dalam praktek sehari-hari. Memang keadilan adalah relatif, oleh karena
adil itu relatif maka dalam menentukan keadilan dibidang perpajakan
bisa digunakan beberapa acuan atau prinsip sebagat berikut:

e Kecadilan akan terasa apabila pajak itu dikenakan untuk
merealisasikan tujuan negara yang berfungsi menyelenggarakan
kesejahteraan bagi rakyat.
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e Pedoman umum umuk dapat mengukur keadilan yaitu azas-azas
perbandingan yang perumusannya adalah sama dan sederajat.

* Pemungutan pajak itu haruslah umum dan merata.

Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada ketentuan yang legal dan
formal, atau dengan kata lain harus ada dasar hukumnya. Dasar hukum
tersebut haruslah dapat memberikan jaminan hukum terhadap negara
dan rakyatnya. Dasar hukum terscbut penting sckali dalam rangka
mendapatkan rasa keadilan yang tegas. Tanpa adanya undang-undang
(UU) atau peraturan yang legal maka pemungutan pajak dapat
disamakan denga perampasan atau perampokan. Dalam penyusunan
undang-undang pajak secara umum tidak boleh dilupakan hal-hal
sebagai berikut:

e Hak-hak fiskus (Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai) yang telah
diberikan oleh UU harus dijamin dapat terlaksana dengan lancar.

e Wajib pajak harus mendapat jaminan hukum agar tidak diperlakukan
dengan semena-mena oleh fiskus, sehingga wajib pajak mendapat
kepastian hukum dan keadilan.

e Harus ada jaminan mengenai rahasia wajib pajak tentang informasi
vang telah disampaikan kepada aparat pajak maupun pejabat
lainnya.

Svarat Ekonomi

Pada pokoknya pemungutan pajak merupakan alat bagi pemerintah
untuk melaksanakan politik perekonomian suatu negara sehingga dalam
pelaksanaan pemungutan pajak harus tetap terjaga keseimbangan
kehidupan ekonomi. Syarat ini scjalan dengan fungsi non budgetair dan
tetap sesuai dengan azas keadilan, karena rakyat tidak boleh dibebani
pajak yang berat yang tidak sesuai dengan kemampuannya sehingga bisa
menyulitkan kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya pemungutan pajak

harus diusahakan:
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e Jangan sampai menghambat produksi dan perdagangan.

e Jangan sampai menghambat rakvat mencapai kebahagiaan dan
jangan sampai merugikan kepentingan umum.

e Dapat membantu menciptakan pemerataan pendapatan atau
redistribusi pendapatan nasional.

4.  Syarat Finansial
Syarat ini sejalan dengan fungsi budgetair, yaitu bahwa pajak
merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan
untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Hampir tidak ada negara
di dunia i yang tidak memungut pajak, dan sebagian necgara
menjadikan pajak scbagai sumber utama penerimaan negara. Dengan
demikian pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien
mungkin sehingga bisa memasukkan uang ke dalam kas negara
sebanyak-banyaknya, dan memimimalkan biava pemungutan sekecil-

kecilnya.

Tarif pajak adalah angka atau prosentase vyang dipergunakan untuk
menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak terhutang. Disamping tarif pajak pada
umumnya untuk menentukan jumlah pajak, perlu diketahui dasar pengenaan pajak
(tax base), yang mana dapat berupa barang (item), peristiwa (event), atau nilai
(value). Demikian juga kebijakan dalam pemilihan tarif pajak juga harus dilakukan
secara cermat. Penentuan tarif pajak dapat membantu terciptanya pemungutan pajak
yang adil dan merata, serta membantu dalam melakukan redistribusi pendapatan
nastonal. Oleh karena itu dalam penentuan tanf perlu dipertimbangkan sebaik-
baiknya sebelum dijadikan peraturan secara definitif. Ketentuan mengenai tarif diatur
dalam Hukum Pajak Maternal, dimana pada prakteknya secara teoritis terdapat empat
macam tarif pajak, yaitu:

. Tarif Tetap adalah tarif dengan jumlah angka yang tetap berapapun jumlah yang
menjadi dasar pengenaan. Tarif ini juga tidak tergantung pada nilai obyek vang

dikenakan pajak.
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2. Tarif Proporsional disebut juga tarif sebanding atau tarif sepadan. Tarif

proporsional adalah tarif dengan prosentase tetap berapapun jumlah yang menjadi

dasar pengenaan pajak.

3. Tarif Progresip adalah tarif dengan prosentase yang semakin meningkat atau

naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Tanf ini

dapat dirinci lebih lanjut menjadi

{1

C.

Tarif progesip proporsional.

Yaitu tarif yang semakin naik apabila jumlah vang menjadi dasar pengenaan
pajak naik dan kenaikan prosentase tersebut setiap jumlah tertentu adalah
tetap.

Tarif Progresip-Progresip.

Yaitu tarif berupa prosentase vang semakin naik apabila jumlah yang menjadi

dasar pengenaan pajak naik dan kenatkan prosentase tersebut untuk setiap

jumlah tertentu setiap kali tkut naik.

Tarip Progresip Degresip.
Yaitu tarif berupa prosentase yang semakin naik apabila jumlah yang menjadi
dasar pengenaan pajak naik dan kenaikan prosentase tersebut untuk setiap

jumlah tertentu setiap kali akan menurun.

4. Tarif Degresip atau tarif menurun adalah tanf dengan prosentase semakin

menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak naik.
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L. METODE PENE l.Jlm

.1 Metode Penelitian Deskriptif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yang
berarti “metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set
kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”
(Nasir, 1985). Secara singkat metode ini digunakan untuk menggambarklan mengenai
situasi kejadian, schingga metode ini menginginkan adanya suatu akumulasi data
dasar belaka. Karena dalam penelitian deskriptif’ peneliti bisa pula menbandingkan
fenomena sosial tertentu, mengadakan klasifikasi serta dapat pula menetapkan
standart atau norma tertentu. Hal inilah yang mendasari penelitian deskriptif disebut
pula penelitian survey normatif.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang
diselidiki, dapat menggambarkan/ melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat
sekarang, berdasarkan fakta-fakta vang tampak atau sebagaimana adanya. Metode
deskriptif memusatkan perhatianya pada penemuan fakta-fakta (facr finding)

sebagaimana keadaan sebenarnya (Hadari Nawawi, 1996: 73).
3.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data (/rustwortiness) menurut Molcong (1990)
diperlukan teknik pemeriksaan, yang dalam hal ini didasarkan pada 4 (empat) kriteria
yang digunakan; (1) derajat kepercayaan, (2) keteralihan, (3) kebergantungan, dan (4)
kepastian. Untuk memenuhi kriteria tersebut, dalam penelitian ini berdasarkan
petunjuk Moleong, dilakukan antara lain dengan cara:

a. Ketekunan pengamatan, maksudnya adalah untuk menemukan cir-ciri dan
unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang
sedang dicari. Dengan kata lain ketekunan pengamatan berkaitan dengan

fenomena kedalaman penelitian (validitas internal). Dalam hal ini didasarn



sangat subyektif, dalam arti sangat tergantung pada kemampuan peneliti
dalam menangkap suatu fenomena.

b. Triangulasi data, maksudnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan
pengecekan atau scbagai pembanding data terscbut.

c. Kecukupan referensi, merupakan teknik vang digunakan untuk menilai
validitas data dan berfungsi sebagai reverensi dalam analisis dan penafsiran
data. Untuk itu sangat erat hubungannya dengan data yang digunakan dan
data yang akan digali.

d. Uraian secara rinci yang dilakukan dengan membuat laporan secara teliti

dan cermat, yang dapat menggambarkan konteks penelitian.
3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang berasal dari key
informan untuk dianalisa, dengan didukung oleh data sekunder yang berasal dari arsip
atau dokumen. Adapun hasil penelitian terdaahulu akan digunakan sebagai sumber

pembanding ataupun pendukung penggambaran interpretasi dan menafsirkan situasi.
3.4 Metode Pengumpulan Data

a. teknik Observasi

Dalam penclitian ini obscrvasi diartikan scbagai cara pengumpulan data
melalui pengamatan dan penentuan data secara sistematis terhadap fakta-fakia
dan gejala-gejala yang terdapat dalam obyek penelitian baik secara langsung
maupun tidak langsung. Seperti yang diungkapkan oleh Sutrisno Hadi (1989: 16)
bahwa “observasi adalah biasa dan diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan
secara sistematis fenomena-fenomena yang dihadapi . Untuk mendapatkan data
yang sesuai dengan metode ini harus mengandalkan benar-benar pada indera,
kecermatan dan kejehian dalam membedakan antara fenomena-fenomena vang

terjadi.
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b. Teknik Interview .
Metode ini digunakan untuk mencari data-data primer yang harus mercka
sampaikan secara individu, yuang tidak mungkin didapatkan dengan cara

observasi, melalui wawancara langsung dengan subyek penelitian.
35 Analisa dan Penafsiran Data

Dalam suatu penelitian kualitatif, analisa dan penafsiran data merupakan
tahap yang paling sulit dan memerlukan ketekunan sendiri. Analisa data digunakan
untuk teknik kualitatif, dengan menafsirkan atau interpretasi. Dalam rangka
interpretasi ini memiliki dua aspek; pertama untuk menegakkan keseimbangan suatu
penelitian, dalam pengertian menghubungkan hasil suatu penelitian dengan penemuan
penelitian lainnya. Kedua untuk membuat atau menghasilkan suatu konsep yang

bersifat menerangkan atau menjelaskan.
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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penclitian yang dilakukan pada dinas Pendapatan

Daerah, dengan melihat fenomena yang ada pada perkembangan pembangunan

daerah Kabupaten Jember, dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1.

Daerah Kabupaten Jember memiliki potensi yang sangat bagus untuk
dikembangkan scbagai daerah pariwisata. Hal tersebut didukung dengan
perkembangan pembangunan hotel dan restauran yang terus meningkat di
daerah Kabupaten Jember.

Dalam upaya peningkatan tersebut, ada beberapa faktor eksternal yang perlu
diperhatikan, diantaranya adalah:

* Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya membayar pajak guna
mendukung perkembangan pembangunan di daerah.
¢ Kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

Perkembangan hotel dan restauran yang terus meningkat merupakan potensi
yang sangat bagus untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak hotel
dan restauran. Dengan terus meningkatnya potensi hotel dan restauran tersebut
maka pajak hotel dan restauran akan dapat terus memberikan kontribusinya
pada PAD Kabupaten Jember, yaitu sebesar Rp 246.614.931,00 atau 0,015%
dari PAD Kabupaten Jembertahun anggaran 1998/1999.

Menindaklanjuti  perkembangan dacrah tersebut, Pemerintah kabupaten
Jember, melalui Dipenda, berupaya untuk lebih meningkatkan pendapatan
daerahnya melalui pajak hotel dan restauran. Hal tersebut dilakukan dengan
jalan:

* Melakukan perubahan terhadap sistem pemungutan pajaknya dari Official
Assessment System menjadi Self Assessment System.

* Melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui potensi pajak yang
dimiliki obyek pajak.

* Soaialisasi pelaksanaan pemungutan pajak melalui penyuluhan atau
pendekatan-pendekatan lainnya.
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5.2 Saran

Jalannva pembangunan yang terus meningkat menuntut para aparat
pemerintahan daerah untuk bekerja®lebih baik lagi. Dengan demikian disarankan
agar para aparat Pemerintahan di Daerah bisa melakukan tugasnya dengan lebih
baik dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Selain itu disarankan
pula agar pemerintah juga memperhatikan faktor cksternal organisasi guna
memperlancar tugas-tugas mereka. Faktor-faktor eksternal tersebut seperti vang
sudah discbutkan di atas, diantaranva adalah; faktor kesadaran masyarakat akan
arti pentingnya membayar pajak dan faktor kemampuan masyarakat dalam
membayar pajak. Karena hal-hal tersebut di atas sangat mempengaruhi kelancaran
jalannya tuggas-tugas para aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jmeber.
Mamperhatikan  faktor-faktor eksternal tersebut setidaknya permerintah
Kabupaten Jember dapat lebih mengintensifkan penyuluhan-penyuluhan pada
masyarakat Jember akan arti pentingnya membayar pajak untuk memperlancar

jalannya pembangunan.
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TABLEL 1 PRODUIC DOMESTIK REGIONAL DRUTO KABUPATEN JEMBIER
MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKL
TAHUN 1604 -1000 ( DALAM JUTA RUPIAH )
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TADEL 2 : PRODUK DOMESTIC REGIONAL BRUTO KAMIPATEN JEMBER
MENURUT LAPANGAN USAHIA ATAS DASAR HARGA KONSTAN
TAHUN 1004 - 1004 ( DALAM JUTA RUPIAN)
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¥ b, Komunikosi 10,500.05 10,707.05 12,067.72
1. Posdan Telekamuniknsi 0,374.03 003212 10,032, 14
.‘: s 2. Jasn Penunjang Komunikasi 1,120.02 1.1505.83 1,235.58
4 R KEUANGAN,PERGEWAAN DANGUNAN 114,305.32 127,020,760 145,300.27
L4 DAN JASA PERUSAHAAN
&%,91 Bank [4,263.02 £0,400.63 3,104.33
3,5" B.2 Lembngn K’Pllnnnnu Tanpa Dank 14,004.70 16,1100.25 23,413.02
";‘i\. 8.4. Sewn Lbnngunan a0.000.41 43.002.049 51,007.40
?’ }l“ 8.5 Jasn Perasnhonn 6,151.30 6,126.21 7.763.62
200, 04512 211.503.05 220600516

“lJAqA -JASA

; 8 1, Jnsn sosinl don Kemnnynrakalnn
i 2. Jasn hiburmn dan kebudnynnn

f }i a. Pemerintohon Urnom don Pertnhnnon

- 3. Jasa peramngan ton Thonoh tnngan

1 30,m 1.3'—
an03d77
30.104.03
2.000.1
36,060.13

130,062 51
7-1 04q1. 3’1
2075.32
ANA16.901

140,751.40G
78,043.70
34,0401 4
3.201.20
41.614.30

PDR DB

103000418

1,0060,701.71

2.170.6000.21

W Angka dJiparbaiki
FEWnokn sementnm



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN JEMBER
MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU

TAHUN 1997 - 1999 (dalam juta rupiah)

LAPANGAN USATIA 1997 1998 1999
1. PERTANIAN 1,227,357.73 2,180,005.72 2,296,073.02
1.1. Tanaman bahan makanan 533,009.47 1,222,090.02 1,323,978.84
1.2. Tanaman perkebunan 335,507.02 433,495.36 430,650.82
1.3. Peternakan dan hasil-hasilnya 296,102.63 448 ,580.35 468,069.04
1.4. Kehulanan 12,714.79 15,929.53 17,912.02
1.5. Perikanan 50,023.82 59,910.46 55,462.30
2, PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 10,954.77 14,068.36 14,966.76
2.1. Pertambangan 0.00 0.00 0.00
2.2. Penggalian 10,954.77 14,068.36 14,966.76
J.INDUSTRI PENGOLAHAN 236,846.64 330,477.50 347,622.17
3.1. Makanan, minuman dan tembakau 180,960.69 261,030.02 273,212.98
3.2. Tekslil, pakaian jadi 4,232 66 7,089.33 7,618.97
3.3. Barang kayu, dan hasil hutan lainnya 13,659.45 18,108.81 19,636.78
3.4. Kerlas dan barang celakan 740.10 1.055,12 1,155.03
3.5. Pupuk, kimia & barang dari karet 18,933.89 21,749.95 22,502 .94
3.6. Semen & barang galian non logam 11,846 24 12,383.49 13,610.88
3.8. Alal angkutan, mesin dan Peralalan 70018 960.65 1,049 .37
3.9. Barang lainnya 5,773.43 8,100.13 8,835.22
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 34,019.75 36,087.65 42,177.91
4.1, Lislrik 31.,652.10 33,329.47 39,341.97
4.3. Air bersih 2,467 .65 2,758.18 2,835.94
5. BANGUNAN 135,767.18 146,475.12 154,112.66
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 557,512.50 790,590.13 855,241.66
G.1. Perdagangan 189,453.33 696,955 15 754 ,983.89
G.2. Holel G,098 21 G,670.16 6,918.68
6.3. Resloran G1,960.96 86,964 52 93,339.09
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKAS| 154,814.80 168,755.27 188,346.76
a. Angkutan : 135,625.39 141,684 .27 154,563 .80
1. Angkutan rel 3,183.76 3,634 44 4,934.18
2. Angkutan jalan raya 121,369.73 126,505.74 136,182.73
3. Jasa penunjang angkutan 11,071.90 12,644 09 13,446.89
b. Komunikasi : 19,189 .41 27,071.00 33,782.96
1. Pos dan Telekomunikasi 17,057 .61 23,700.93 29,5632.23
2. Jasa penunjang komunikasi 2,131.80 3,370.07 4,250.73
8. KEUANGAN, PERSEWAHAN BANGUNAN 241,908.77 279,195.00 250,585.31
DAN JASA PERUSAHAAN
8.1. Bank 105,320.52 114,540 G3 72,654.02
8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank 19,494 70 58,605.45 62.951.55
8.4. Sewa bangunan 75,968.56 91,665.64 99,307.36
8.5. Jasa perusahaan 11,124.99 14,383.28 16,672.38
9. JASA-JASA 293,322.50 398,053.18 414,076.19
a. Pemerinlahan Umum dan Perlahanan 191,752.87 262,79G.70 270,377.16
b. Swasla : 101,569.63 135,256.48 143,699 03
1. Jasa soslal dan kemasyarakalan 4237463 53,810.18 59,316.80
2. Jasa hiburan dan kebudayaan 5,065.85 5,692.50 6.1 7a84
3. Jasa perorangan dan rumah tangga 54,129.15 75,753.80 78,206.92
PDRB 2,892,504.64  4,343,707.93

4,563,202.44




Tabel : 2

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN JEMBER

MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN
TAHUN 1997 - 1999 (cdalam juta rupiah)

LAPANGAN USATA 1997 1998 1999
{. PERTANIAN 991,547.77 847,647.97 881,730.32
1.1. Tanaman bahan makanan 110,938.70 443,5651.23 478,133.76
1.2. Tanaman perkebunan 288,037.01 173,739.68 168,388.26
1.3. Pelernakan dan hasil-hasilnya 227,469 .22 1905,812.78 199,694 83
1.4, Kehulanan 5679.49 5,438.97 5,925.82
1.5. Perikanan 29,423.35 29,105.31 29,587.65
1. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 10,454,92 10,283.42 10,380.95
2.1. Pertambangan 0.00 000 0.00
2.2. Penggalian 10,454.92 10,283.42 10,380.95
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 158,061.74 147,382.56 149,443.99
3.1. Makanan, minuman dan {embakau 114,910.27 114,462.98 115,893.77
3.2. Tekstil, pakaian jadi 3,008.29 2,747 06 2,789.98
3.3. Barang kayu, dan hasil hulan lainnya 10,244.07 8,867.62 9,046.74
3.4. Kertas dan barang cetakan 404 .89 42722 432.73
3.5. Pupuk, kimia & barang dari karel 14,007.15 9,080.18 9,261.51
3.6. Semen & barang galian non logam 10,302 87 5,12875 8,225.48
3.8. Alal angkulan, mesin dan Peralalan 441073 370.98 377.95
3.9. Barang lainnya 4.65h3 47 D290 T 341583
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 28,142.03 28,710.67 32,844.80
4.1, Listrik 26,397.38 206, 867.94 30,971.90
4.3. Air bersih 1,744.65 1,842.73 1,872.90
5. BANGUNAN | 89,965.93 57,966.83 59,137.93
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 455,455.50 454,294.90 463,618.06
6.1. Perdagangan 399,618 99 399,058.38 108,208.03
G.2. Holel 41,978 .09 493470 4,295.35
6.3. Resloran 50,858 42 50,301.82 51,024.68
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 139,392.02 143,530.47 146,077.54
a. Angkulan : 126,464.31 130,158.27 132,176.58
1. Angkutan rel 2,491.80 2,549 .56 2,604.11
2. Angkutan jalan raya 115,200 .38 118,597 12 120,381.50
3. Jasa penunjang angkutan 877213 901159 9,190.97
b. Komunikasi : 12,927.71 13,372.20 13,900.96
1. Pos dan Telekomunikasi 11,631.47 12,028.06 12,462.55
2. Jasa penunjang komunikasi 1,296.24 1,344 14 1,438.41
8. KEUANGAN, PERSEWAHAN BANGUNAN 156,083.05 151,548.04 134,163.12
DAN JASA PERUSAHAAN
6.1. Bank 65,344 81 54,423.94 35,653.03
8.2. Lembaga Keuangan lanpa Bank 28,613.08 31,791.03 32,633.02
8.4. Sewa bangunan 53,879.99 56,683.73 57,035.18
B.5. Jasa perusahaan 8,044.27 8,749.34 8,841 89
9. JASA-JASA 240,227.56 256,011.14 259,588.54
a. Pemerinlahan Umum dan Pertahanan 158,845 61 173.921.06 176,532.10
h. Swasla ; 81,382.05 82,090.08 83,056.44
1. Jasa sosial dan kemasyarakalan 34,995.88 35.173.47 35,333.13
2. Jasa hiburan dan kebudayaan 3,414 10 3,674.00 3,726.35
3. Jasa perorangan dan rumah langga 42,972.07 43,242 61 43,996.96

PD- /B

2,269,330.52

_2,097,376.00

2,136,985.25




TABLL 12

ANALISIS SHARE MASING-MASING SHARE JENIS PENERIMAAN

____Jenis Penerimaan 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | Share
K DAERAH 16,57 15,89 14,56 15,39 11,4 1,69
“olong Howan 31,1 2,42 1,57 1,89 0.16 0.2
;_"embangunan | 10,18 10,91 9. 44 . 8.41 6.6 () 92
Tadio 0,77 0.6 0,51 0.38 0.03 0,04
yangsa Asing 0,41 037 0,11 0 0

feramaian 15,36 11,17 9,39 8.31 7.95 0,91
Jeklame 4,95 8,93 10,38 98| 8,8 1,08
fajing 0,03 002 002 o002 B
}enjualan Minuman o 0] 0 0,02 i 0.01

ﬁmengandung alkohol - I (. o _ N

endaraan tdk. Bermotor 27285 1,83 1,63 0,64 0,17
ﬁ§umah Bo!a o . 1,68 - 1,47 ) B .

-@aﬁaran Persh 3,25 241 2,24 2.24| _ﬁi 047 7770 24
Zenerangan Jalan » 57,38 59.04] = 6437 67, 14 B 7576 ? 4
&a Pajak — 9,07
§RrIBUSI DAERAH B 37.06 32| 2582 2978 32,43 6,57
fg Leges 1,36 1,14] 162 16 0,14 035
§g Dispenjal/jembatan . 5,67 522 571 553 0,33 1.22
g Pemeriksaan atau 1,99 1,75 1,78 1}6 1,04 0.35
gbelihan Hewan

% Sepadan/raai N 51 4,75 30 1,54 0.72]
£ Penguburan . 0 o 0 0 0 0
angan Ikan o R — 7

MK KTB B o057 085 0,75 0.38 0.05 0,08]
4un Bus/Taxi i 8,08 873 899 8,5 5.45 187
JUDr. Subandi 24,99 15,58 2017 2499 49,05 5.5 1|
guskasmas o o | .

inpal Rekreasi 1,41 1,53 1.6 1.61] 1,12 0.35
ar 19,02 18,1 20 18,96 1403 418
fanggrahan 1201 173 1.88 1,87 1330 041
A ! 8,13 9,94 6.5 7,64 4 168
£ i 0,27 037 0,48 042 0.02] 0,09
éu Ternak atau A 1,04 0,99 0,87 0.76| 0.07| 0.16|
mangan lernalk | ‘ l | |
busi Kebersihan 168 1655 19,22 16,68 2,69 3,68
‘fdataran KTP a0 0,02 0,01 14,02 |
& Ambulance 0,14 0,11 0,16 0,52 0.61 0.11]
aalatberatatau 02 035 0,3 0,14 0,27 0.03]
’\sm ‘gilas iLy" s 7: ) - ) R l
fgisian alat Ny 0008 007 0.05 0,04 0.42| |
gradam kebakaran 1l .- N ) |
4on Terminal Bus 4,22 4,62 418 3,88 a19| 085
iTrayek Angkutan 0,27 0,24 _: 0_5‘): = '":o:’a{ 7"__“ 6_21 0 06
ifu Keluarga . B - T .. i o & 5
wo T 016 095 A 1020 |




DEPARTEMEN PENDIDIRKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEHBER

FARKULTAS ILMU SOSTAL DAN ILMU POLITIK

Nomor
Lampiran
Perihal

Kepada Yth

w4l 3 25 1.2, / P.% 2000

1 (satu) Expl
Idin Penelitian

Sdr Ketus Lembaga Penelitian
Universitas Jember
di -

Jember

Bersama ini kami ssampaikan dengan hormat permohonan
1jin penelitisn Mahasiswa FISIP Universitas Jember
dengan data

Nama : Sony ‘Prakoso
Nim : E1C105159

Jurusan/Prog : 11my Administrasi/Adm. Negara

Judul :U
'paya Dinas Pendapatan Daerah
__Kabupaten Jember Dalam Menin

gkatlcan Pendapatan
—Asli Daerah Melalui Pajak Hotel dan Restauran
_di Kabupaten Jembher

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk
mendapatkan data dalam rangka penyelesaian progam
5.1

Demikian atas perhatian dan bantuan kami ucapkan
terima kasih.

Umaidi Radi, MA
130 239 058



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVIRSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat I Falimantan No. 37, Telepen (03317 337818 JTENMBER 6:812)

E-marl = lemht unej ‘@ jember telkom.netad

Nomor C 10164025 3 1/FL 52000 02 Oktober 2000
Lampiran -
Perihal - Permohonan ijin mengadakan
Fenelitian
Kepada Yth. Sdr, Kakansospol
Pemda Kabupaten Tk. Il Jember
di -

JEMEBER.

Bersama i kami sampaikan aengan hormat permohonan yin mengadakarn
penelitian untuk memperoleh data

Nama / Juruszn CSOMY PRAKOSO / E1C195-189 7 Administrast Nagara
Besen / Mahasiswa Fakuitas llmu Sosiai can limu Politil
Universitas Jembe
Alamat SJE Kanimata gg Fanul o 12 demiber
Judul Penelitian Upayz Dinas Pendapatan Daeran Kabupatan Jember

Dalam Meningkatkan Fendapatan Asli Daerzh Melaiu
Pajak Hotel Dan Restauran di Kabupaten Jember

0 Daerah . Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Lama Penelitian 4 (empat) bulan

Untuk pelaksanaan penelitian tersebut di atas mohor bantuan sera perkenan
Bapak untuk memberikan ijin kepada desen / Mahasiswa tersebut dalam
mengadakan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih

Tembusan Kepada Yith.

1. 8dr. Dekan Fakultas limu Sosial dan {lmu Folitik
Universitas Jember

2. Desert/ Mahasiswa ybs
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN " TRAH

JALAN JEND. ACHMAD YANI NO. 4 TELP. 484935 . “ER6811¢C

-

SURAT KETERANGAN
Nomor : 072/536/436.330/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendapatan Dacrah

Kabupaten Jember, menerangkan bahwa : |
/ {‘.iq_ )

Nama : Sony Prakoso SR
NIM : EIC1 951159 ey T
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul . Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui
Pajak Hotel dan Restauran di Kabupaten Jember

telah melaksanakan penclitian selama 1 ( satu ) bulan terhitung sejak tanggal 17 Mei

~

sampai dengan 17 juni 2002.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

DIBUAT DI :JEMBER
PADA TANGGAL : 17 J'UNI 2002

. MOCH. AMIN
NIP. 510 068 493






